
    
 
 
 

GUBERNUR JAWA TENGAH 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 

           NOMOR 62 TAHUN 2014 6 TAHUN 2014 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG 
STANDAR PELAYANAN PADA PELAYANAN TERPADU KORBAN KEKERASAN 

BERBASIS GENDER DAN ANAK DI PROVINSI JAWA TENGAH 
 

GUBERNUR JAWA TENGAH,  
 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan 

pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan 
kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait 
dengan penyelenggaraan pelayanan serta untuk 
memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan 
kualitas penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Korban 
Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Provinsi Jawa 
Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa 
Tengah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan 
Pada Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis 
Gender Dan Anak Di Provinsi Jawa Tengah;  

b. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan 
khususnya belum adanya mekanisme alur pelayanan 
korban kekerasan berbasis gender dan anak, maka 
Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf 
a perlu dilakukan perubahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan 
Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Standar Pelayanan Pada Pelayanan Terpadu Korban 
Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak Di Provinsi Jawa 
Tengah;   

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan 
Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-
92); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang 
Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala 
Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On 
The Elimination of All Forms of Discrimination Against 
Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3277); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 



Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4419); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635); 

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4720); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang 
Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata 
Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi 
Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4818); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 
Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 



13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 
Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 10); 

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 
2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan 
Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri 
D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 13); 

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 
2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 
Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak Di Provinsi 
Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2009 Nomor 3,Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 20); 

16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan 
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 
2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Layanan 
Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; 

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 
2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, 
dan Penerapan Standar pelayanan; 

18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 tahun 2009 
tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembentukan 
Pelayanan Terpadu dan Komisi Perlindungan Korban 
Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Provinsi Jawa 
Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 
Nomor 45); 

19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2009 
tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan 
Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi 
Jawa Tengah(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 
2009 Nomor 47); 

20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2012 
tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 
Bidang Layanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis 
Gender dan Anak (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2012 Nomor 61); 

21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Standar Pelayanan Pada Pelayanan Terpadu 
Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak Di Provinsi 
Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 
2014 Nomor 6); 

 



 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 6 TAHUN 
2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA PELAYANAN 
TERPADU KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN 
ANAK DI PROVINSI JAWA TENGAH. 

 

Pasal I 

Diantara ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Gubernur Jawa Tengah 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Pada Pelayanan Terpadu 
Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak Di Provinsi Jawa Tengah (Berita 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 6) disisipkan 1 (satu) pasal 
baru yakni Pasal 3A sebagai berikut: 

 

Pasal 3A 

Mekanisme Kerja / alur pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Gubernur ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi              
Jawa Tengah. 

 
 

Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal 17 Oktober 2014 
 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 
 

                                                                       ttd 
 

GANJAR PRANOWO 
Diundangkan di Semarang 
pada tanggal 17 Oktober 2014 

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
JAWA TENGAH, 

 
ttd 

 
SRI PURYONO KARTO SOEDARMO 

 
 
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 62 


